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ABSTRAK

Dalam Islam suatu perkawinan memiliki tujuan terciptanya suatu rumah
tangga yangsakinah, mawadah wa rahmalCukup logis Islam menetapkan
berbagai ketentuan untuk mengatur suatu perkawinan sehingga dengan
perkawinan ini semua anggota keluarga memperoleh kedamaian, kecintaan dan
ikatan kekerabatan.

Secara ideal suatu perkawinan dapat bertahan seumur hidup, tetapi dalam
kenyataanya tidak selamanya pasangan suami isteri dapat menjalani kehidupan
yang ma’ruf, sakinah mawaddah wa rahmabalam perjalanan perkawinan
kadang pasangan suami isteri menemui masalah yang menyebabkan terjadinya
perselisihan yang berujung pada perceraian. Pengadilan Agama Yogyakarta
pernah memeriksa dan memutus perkara perceraian No0.291/Pdt.G/2010/Pa.Yk
yang mana perkara tersebut tentunya menarik untuk dikaji karena kawin paksa
sebagai alasan perceraian menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. PP No
9 Tahun 1975 KHI, bukan salah satu dari alasan perceraian, maka bagaiamanakah
perkara tersebut dapat diputuskan oleh Majelis Hakim dengan menggunakan dasar
hukum dan pertimbangan hukum apa dan bagaimana dalam tinjauan hukum
Islam, serta faktor-faktor apa saja yang melatarbelakanginya.

Penelitian ini merupakan pustakdibifary research yaitu penelitian
dengan data yang diperoleh dari penelusuran terhadap putusan majelis hakim dan
dokumen berkas perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta. Sifat penelitian ini
adalahpreskriptif yaitu mengikut sertakan cara-cara atau prosedur selama proses
penelitian untuk menganalisis perkara ini yaitu menganalisis putusan Pengadilan
Agama Yogyakarta mengenai pertimbangan Hakim terhadap putusan perkara
perceraian No. 291/Pdt.G/2010/PA.Yk. Skripsi ini menggunakan pendekataan
normatif-yuridis Normatif yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan
mandasar pada hukum Islam vyaitu Al-Qur'an dan al-Hadis. Yuridis adalah
pendekatan dengan berdasarkan pada tata aturan perundang-undangan yang
berlaku di Indonesia.

Berdasarkan metode yang digunakan, maka hasil dari penelitian ini adalah
bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perceraian karena kawin paksa
dengan Nomor putusan 291/Pdt.G/2010/Pa.Yk didasarkan pada PP Nomor 9
Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) (antara suami dan isteri terus-menerus terjadi
perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukum lagi dalam
rumah tangga), Pasal 116 huruf (f) KHI. Sedangkan dalam pandangan hukum
Islam bahwa hakim telah mengetengahkan kaidah figh yaitu dengan mendasarkan
padakitab Al-Anwar Juz Il dan kitab Igna’ Juz Il yang menurut penyusun dasar
hukum tersebut telah sesuai dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
maupun berdasarkan hukum Islam.
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“Likatlah apa yang dia katafan
dan janganlah Uifat siapa yang mengatakan”

No Failure Only Success Delayed

“Jidak ada kegagalan yang ada hanyalah
Hesubesesan yang tetunda’
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam
penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri
Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:
158/1987 dan 05936/U/1987.

l. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
| Alif Tidak dilambangkan tidak dilambangkan
< Ba’ b be
< Ta t te
< Sa’ O es (dengan titik di atas)
a Jim j je
C Ha’ h ha (dengan titik di bawah|
'C Kha’ kh ka dan ha
> Dal d de
3 Zal 7 zet (dengan titik di atas)
) Ra’ r er
3 a z zet
o Sin S es
3 Syin sy es dan ye
P Sad S es (dengan titik di bawah
P Dad d de (dengan titik di bawah|
b Ta’ t te (dengan titik di bawah
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b Za z zet (dengan titik di bawah)
‘ain ‘ koma terbalik di atas
d
: gain g ge
d
o fa f ef
i qaf q qi
S kaf k ka
J lam ‘| ‘el
mim mim ‘em
¢
o nun ‘n en
waw w w
J
3 ha’ h ha
. hamzah 0 apostrof
< ya y ye
II. Konsonan Rangkap KarenaSyaddahditulis rangkap
3adia ditulis Muta’addidah
e ditulis ‘iddah
[ll.  Ta’marbutah di akhir kata
a. Bila dimatikan ditulis h
dasa ditulis hikmah
L ditulis jizyah




b. Bila diikuti denga kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah,
maka ditulish

sl 1Al S ditulis Karamah al-auliya’

c. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harakéithah, kasrah dadammah
ditulis t

Jhdlipls ditulis zakatul fitri

IV. Vokal Pendek

_ fathah ditulis a
. kasrah ditulis i
_’ dammah ditulis u
V. Vokal Panjang
1 Fathah + alif ditulis 0
Llals ditulis Jjahiliyyah
2 Fathah + ya' mati ditulis a
JPS ditulis tansa
3 Kasrah + ya’ mati ditulis 7
ms ditulis karim
4 Dammah + wawu mati ditulis o
eyl ditulis furid




VI. Vokal Rangkap
1 Fathah ya mati ditulis ai
ASin ditulis bainakum
2 Fathah wawu mati ditulis au
Js8 ditulis gaul
VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan
apostrof
Al ditulis a'antum
@ e ditulis u‘liddat
Al s ol ditulis la’'in syakartum
VIIl. Kata sandang Alif + Lam

a. bila diikuti hurufQomariyahditulis dengan menggunakan huruf (1)

O 1A ditulis al-Qur’an
b Ll ditulis al-Qiyas
b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyalyang mengikutinya, serta menghilangkan hiifgl)nya.

slacd)

nadl]

ditulis

ditulis

as-Sama

asy-Syams
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IX. Penulisan kata — kata dalam rangkaian kalimat

oas Al g ditulis Zawi al-furid

ALl Jai ditulis Ahl as-Sunnah
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KATA PENGANTAR
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rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta
salam semoga senantiasa tercurahkan kepada pahlawan revolusi Islam yaitu kepada baginda
Nabi Muhammad SAW.

Alhamdulillahirabil’alamin, itu adalah kata-kata yang harus penyusun ucapkan setelah
dapat menyelesaikan skripsi ini dan penyusun menyadari bahwa ilmu-ilmu yang penyusun
miliki masih sangat terbatas, sehingga dalam penyusunan skripsi ini masih banyak
kekurangannya. Namun demikian penyusun berusaha mencurahkan segenap tenaga dan
pikiran yang ada dengan harapan semoga skripsi ini dapat beramanfaat bagi pembaca terlebih
lagi dapat memenuhi syarat sebagai karya ilmiah guna memperoleh gelar sarjana strata satu
dalam ilmu hukum Islam pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun sangat bersyukur atas segala bimbingan dan bantuan dari semua pihak
dalam penyelesaian skripsi ini. Selanjutnya atas terwujudnya skripsi ini, tak lupa penyusun
sampaikan ucapan terima kasih dengan penuh hormat dan penghargaan yang setinggi-
tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si. selaku Kajur yang sekarang menjabat serta Bapak

Drs. Supriatna selaku mantan Kajur dan tak lupa kepada Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.

xiii



10.

selaku Sekjur AS, yang telah memberikan sumbangan pemikiran dalam proses
pembuatan skripsi ini.

Bapak Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan
tenaga dan waktunya guna membimbing dan memberikan pengarahan sehingga skripsi

ini dapat terwujud.

* Bapak Drs. Malik Ibrahim, M.Ag. selaku Pembimbing II yang telah menyumbangkan

fikirannya guna membimbing dan mengarahkan sehingga skripsi ini dapat terwujud.
Bapak Samsul Hadi S.Ag, M.Ag selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah banyak
memberikan bimbingan, arahan dalam penyusunan skripsi ini.

Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh civitas akademika Fakultas Syari’ah UIN Sunan
Kalijaga sebagai tempat interaksi penyusun selama menjalani studi pada jenjan
Perguruan Tinggi di Yogyakarta.

Terima kasih yang setulusnya kepada Ayahhanda (almarhum) Juraidi dan Ibunda
Fatimah yang dalam situasi apa pun tidak pernah lelah dan berhenti mengalirkan rasa
cinta dan kasih sayang, doa dan fasilitas buat penyusun, semoga Allah membalas semua
dengan surga-Nya.

Kepada Paman Rudin, Pakde-pakdeku, Lilik Idah, Lilik Poniman, Lilik Maslah, Lilik
Mus, Lilik lin, Lilik Masrin dan adik-adiku Dwi Yuni Setia Ningsih dan Muhammad
Taqgiyuddin Trisnanto yang selalu menyayangiku terima kasih dan do’a selalu kan ku
persembahkan untuk kalian.

Seluruh jajaran dan staf Kantor Pengadilan Agama Yogyakarta yang telah memberikan
kesempatan dan kemudahan kepada penyusun untuk melakukan penelitian dalam rangka
penyelesaian skripsi ini.

Sahabat-sahabat seperjuangan terbaikku Arif, Luthfi, Febry, Ajib, Sumarito, Bayu,

Tkhbar, Arga, Bais, Ashabul, Randi, Bahari, terima kasih atas dukungan dan doanya.

Xiv



11. Teman-temanku AS angkatan 2006, IMM dan UKM Olahraga khususnya Divisi Sepak
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BAB |

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam Islam itu mempunyai hikmah, salah satunya adalah
untuk melahirkan ketentraman dan kebahagiaan hidup yang penuh dengan
cinta dan kasih sayang serta menghasilkan keturunan yang sah dan baik.

Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah SWT:
& O Aen 58350 oSy Jaa 5 L) | il Ll g 3 aSusdil (g oS1 GBI G 48 (g9
b s Sy a5l Y el
Manusia yang secara fitrah diciptakan dengan berpasang-pasangan
sebagai pasangan suami dan isteri melalui jalur pernikahan dengan tujuan
untuk memperoleh kehidupan yasakinah, mawaddah wa rahméah
Kemudian hal ini dipertegas lagi dalam Undang-undang No 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esd.Demikian pula perkawinan adalah merupakan ikatan yang
kuat (misagan galizan) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 Kompilasi

Hukum Islam?

! Ar-Rum (30): 21

? Khoiruddin NasutionHukum Perkawinan ,1(Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA,
2004), him. 38.

® Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

4 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2



Nikah adalah salah satu asas hidup paling utama dalam pergaulan
masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan
yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan,
tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara
suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk
menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang I&innya.

Karena perkawinan memiliki hakikat yang sangat penting dalam
mewujudkan sebuah ketenangan, cinta, dan kasih sayang yang hakiki, maka
Islam sangat memperhatikan hal ini, termasuk dalam pemilihan jodoh.

Prinsip kemerdekaan dan menentukan calon pasangan dijunjung tinggi
demi tercapainya suatu tujuan perkawinan yang mulia dan terpenuhinya
segala kebutuhan, baik yang bersifat biologis mauai@ksional (kasih
sayang) agar keluarga yang dibentuk merasa tenang dan tentram serta penuh
kasih sayan§.Adapun hadis yang menjelaskan tentang hak perempuan untuk
ridhanya dalam menentukan pasangannya adalah sebagai berikut :

€ Lgad) (a5 ¢l Jism )y o) I8 ¢ a5 ¢ el s an¥) AS5Y
oS of s
Orang tua sebagai orang yang paling berpengaruh bagi anak-anaknya

terutama tentang hal perkawinan harus bisa memusyawarahkan kepada

5 Sulaiman RasyidFigh Islam cet. ke-27. (Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo. 1994).

him. 374.

® H. Dadang HawariAl-Quran llmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Ji¥agyakarta:

Dana Bakti Prima Yasa, PT, 1995), him. 207.

" Imam Asyaukani, Nailul al-Autor Syarh Muntagol Akhbar min Ahadisi Sayidi al-

Akhyar, Kitab an-Nikah, Hadis no. 2663, (Kairo, Dar al-Hadis, 2005 M/1426 H, Diriwayatkan
oleh Jama’ah, HIm. 507.



anaknya dalam memilih calon mempelai, apakah calon mempelai setuju atau
tidak dengan calon pasangannya. Jika salah satu pihak tidak menyetujuinya
maka perkawinan dapat dibatalkan atau perkawinan tidak dapat dilaksanakan.
Hal ini sesuai dengan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
“Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan mempelai”.

Meskipun perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin yang kuat
antara suami isteri, akan tetapi dalam perjalanannya tidak dapat dipungkiri
munculnya permasalahan-permasalahan rumah tangga yang sampai kepada
kondisi pecah yang sangat sulit untuk dapat disatukan kembali meskipun
berbagai upaya perdamaian telah dilakukan, sehingga dengan keadaan yang
demikian ini menghendaki agar perkawinannya diputus melalui perceraian
dengan maksud agar kedua belah pihak dapat terhindaket@aiaratan
dalam rumah tangga.

Adapun alasan-alasan perceraian yang cukup alasan (sah) disebutkan
dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Penjelasan
pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan juga disebutkan dalam
Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 116.

Sebagaimana alasan-alasan perceraian dalam hukum positif di
Indonesia di atas, perceraian karena kawin paksa belum masuk dalam
Peraturan Pemerintah tersebut, begitu juga dengan hukum positif lainnya
seputar perkawinan di Indonesia. Sedangkan fenomena yang terjadi di

Pengadilan Agama Yogyakarta pernah menerima dan memeriksa perkara

8 pasal 6 ayat (1), Undang-undang No 1 Tahun 1974.



perceraian cerai gugat yang dikarenakan kawin paksa yaitu perkara
N0.291/Pdt.G/2010/PA.Yk. Apabila dihubungkan dengan ketentuan hukum
positif tentang Perkawinan di Indonesia, perkara tersebut dapat menimbulkan
persoalan hukum yang baru, karena kawin paksa sebagai alasan perceraian
tidak diatur dalam ketentuan hukum tersebut.

Berdasarkan data yang penyusun temukan di Pengadilan Agama
Yogyakarta, dari beberapa perkara perceraian yang diputus Pengadilan
Agama Yogyakarta ditemukan kasus cerai gugat yang diajukan oleh isteri,
yaitu perkara No0.291/Pdt.G/2010/PA.YKk.

Perceraian yang disebabkan kawin paksa yang terjadi di Pengadilan
Agama Yogyakarta, Dalam hal ini Isteri sebagai Penggugat dalam perkara
tersebut, bahwa ketentraman rumah tangganya goyah setelah melakukan
pernikahan dengan Tergugat, yang disebabkan Penggugat tidak mencintai
Tergugat dan tidak pernah tinggal satu rumah hingga sekarang. bahwa puncak
keretakan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun
2007, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat tetap tinggal terpisah dan
selama itu sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin dan Terguggat
sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak ada suatu
peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah, dengan
keadaan rumah tangga yang demikian Penggugat berusaha untuk
memperbaiki keadaan rumah tangganya dengan meminta bantuan kepada
keluarga kedua belah pihak, namun tetapa tidak berhasil, dengan keadaan

rumah tangga yang demikian Penggugat menderita lahir dan batin serta



merasa tidak sanggup lagi meneruskan kehidupan rumah tangga bersama
Tergugat.

Dari data yang penyusun temukan di Pengadilan Agama Yogyakarta,
yang telah kami lakukan dapat digambarkan bahwa Penggugat (isteri) merasa
terpaksa melangsungkan pernikahan dengan Tergugat (suami), karena
dijodohkan oleh orang tua Penggugat (isteri). orang tua Penggugat beralasan
sebab anaknya tersebut (Penggugat) sebelum menikah dalam berpacaran
selalu bergonta-ganti pasangan, sehingga orang tua Penggugat tersebut
berpikiran untuk menjodohkan anaknya dengan Tergugat dan bahwa
Penggugat dan Tergugat sebelum menikah, mereka belum kenal maka
Penggugat menikah karena dipaksa oleh orang tuanya.

Perkara perceraian karena kawin paksa tersebut merupakan
persoalan yang menarik untuk diteliti dan dikaji, karena kawin paksa sebagai
alasan perceraian menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 PP No 9
Tahun 1975 dan Kompilasi hukum Islam, bukan salah satu dari alasan
perceraian. Berangkat dari fenomena di atas itulah, bagaiamana perkara
tersebut dapat diputuskan oleh Majelis Hakim dengan menggunakan dasar
hukum dan pertimbangan hukum apa dan bagaimana dalam tinjauan hukum
Islam, serta faktor-faktor apa saja yang melatarbelakanginya. Kiranya atas
dasar itulah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini yang akan
dituangkan dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul “ Tinjauan Hukum
Islam Terhadap Perceraian Karena Kawin Paksa” (Studi Terhadap Putusan

Pengadilan Agama Yogyakarta No. 291/Pdt.G/2010/PA.YK).



B. Pokok Masalah

C.

Dari latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan beberapa pokok

masalah sebagai berikut yaitu:

1.

Faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya kawin paksa dalam
perkara perceraian No. 291/Pdt.G/2010/PA.Yk di Pengadilan Agama

Yogyakarta?

. Dasar hukum dan pertimbangan hukum apa yang digunakan oleh Majelis

Hakim dalam memutuskan perkara No. 291/Pdt.G/2010/PA. di Pengadilan

Agama Yogyakarta?

. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang dasar hukum dan pertimbangan

hakim yang digunakan Majelis Hakim terhadap perkara perceraian karena

kawin paksa di Pengadilan Agama Yogyakarta?

Tujuan dan Kegunaan

1.

Untuk menjelaskan faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya
kawin paksa dalam perkara perceraian perkara No. 291/Pdt.
G/2010/PA.Yk di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Untuk menjelaskan dasar hukum dan pertimbangan hukum yang
digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara perceraian
karena kawin paksa di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap masalah perceraian
karena kawin paksa di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Kegunaan dari penelitian ini adalah :



1. Penulisan skripsi ini diharapakan dapat memeberikan kontribusi dalam
referensi ilmu pengetahuan, terutama dalam ilmu pengetahuan khususnya
perceraian.

2. Dengan adanya penelitian ini, penyusun berharap semoga hasilnya dapat
memeberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan di bidang hukum
keluarga Islam dan pertimbangan bagi Pengadilan Agama Yogyakarta
dalam memutuskan perkara-perkara perceraian khususnya dalam hal ini

perceraian dengan alasan kawin paksa.

3. Menambah wawasan keilmuan dan wacana keislaman bagi setiap pribadi
muslim dan masyarakat luas sehingga mampu menumbuhkan keilmu
pengetahuan tentang perceraian khususnya tentang perceraian karena

kawin paksa.

D. Telaah Pustaka

Dari beberapa hasil telaah pustaka yang telah penyusun lakukan,
tampaknya ada beberapa literatur karya ilmiah yang disusun dalam bentuk
skripsi yang mempunyai korelasi dengan topik ini. Di antaranya yaitu karya
ilmiah :

Pertama, Ali Gufron (1997), dalam skripsinya yang berjudul “Kawin
Paksa Sebagai Alasan Perceraian” (Studi atas Putusan Pengadilan Agama

Bantul Tahun 1995-1996). Dalam skripsi ini pembahasan yang dilakukan



lebih fokus pada pembuktian yang digunakan oleh para majelis hakim dalam
memutuskan perkara perceraian dengan alasan kawinbaksa.

Kedua, Muhammad Hilkham dalam skripsinya yang diberi judul
“Kawin PaksaSebagai Penyebab dan Alasan Percergidtudi Kasus di
Pengadilan Agama Sleman Tahun 1995-19®alam skripsinya dibahas
kasus-kasus kawin paksa yang terjadi dari tahun 1995-1997 di Pengadilan
Agama Sleman kemudian tentang alasan-alasan apa saja yang digunakan oleh
majelis hakim dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan kawin
paksa untuk dijadikan sebagai pertimbangan hakim untuk memutuskan
perkara perceraian dengan alasan kawin pksa.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Abdus Salam dengan judul Kawin
Paksa “Studi Komparasi atas Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i”’
tahun 2006 dalam skripsi ini, dalam pembahasan penyusunannya fokus
kepada obyek berupa pendapat ulama (Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i)
yaitu bagaimana perbedaan dan persamaan argumen keduanya tentang kawin
paksat!

Keempat, skripsi Muhammad Chasanuddin, yang berjudul “kawin
tungkep” yang hampir sama dengan proses perkawinan pada umumnya,

hanya saja dalam beberapa kasus dalam pengucapan sighot akad nikah masih

° Ali Gufron, “Kawin Paksa Sebagai Alasan Perceraian “(Studi atas Putusan Pengadilan
Agama Bantul Tahun 1995-1996), Yogyakarta: Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, 1997.

0 Muhammad Hilkham, “ Kawin Paksa Sebagai Penyebab dan Alasan Perceraian” (Studi
Kasus di Pengadilan Agama Sleman Tahun 1995-1997). Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN
Sunan Kalijaga, 1998.

1 Abdus Salam, Kawin Paksa (Studi Komparasi atas Pemikiran Imam Abu Hanifah dan
Asy-Syafi'i), Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, (2006).



terdapat unsur ketidakrelaan pelaku (lebih-lebih dari pihak laki-laki). Bukan
berarti pelaku menolak diadakannya proses perkawinan tersebut, hanya saja
sebenarnya pelaku membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk
mempersiapkan perkawinan tersebut. Karena masih banyak pelaku yang
belum mempunyai penghasilan sendiri dan dia khawatir tidak mampu
membiayai kebutuhan keluarffa.

Dari hasil telaah pustaka yang telah penyusun kemukakan di atas
maka topik yang penyusun bahas belum dibahas, oleh karena itu skripsi ini
membahas tentang faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya kawin
paksa, serta dasar hukum dan pertimbangan hukum apa yang digunakan oleh
Majelis Hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena kawin paksa
dan tinjauan hukum Islam tentang dasar hukum yang digunakan Majelis
Hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena kawin paksa di

Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara No. 291/Pdt.G/2010/PA.Yk.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teoretik di sini merupakan landasan teori yang digunakan
penyusun sebagai pedoman untuk memecahkan masalah tentang perceraian

karena kawin paksa di Pengadilan Agama Yogyakarta.

12 Muhammad Chasanuddin, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap “kawin tungkep” di Desa
Ringin Harjo Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul’ Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, (2006).
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Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki
dan perempuan yang memiliki arti yang positif dan mengandung nilai-nilai

sakral (suci) dan kokoh. Allah SWT berfirman :
TUale 1 Ui aSie (aA) 5 Giany I aSany ol d g 45 5 34 B

Dalam Islam, perkawinan merupakan suatu ikatan, dan ikatan itu harus
diupayakan terjalin utuh. Namun tidak demikian apabila secara manusiawi
ikatan perkawinan dalam keluarga itu menjadi mustahil untuk dipertahankan.
Hanya dalam keadaan yang tidak dapat dipertahankan itu sajalah perceraian
diizinkan dalam Syari’ah. Apabila keadaan itu timbul, seseorang hendaknya
tetap mencamkan dalam hatinya bahwa melalui perkawinan itu dia telah
membuat janji ikatan yang sughisagan galizan).*

Di sisi lain Allah SWT menjelaskan bahwa manusia diciptakan oleh
Allah untuk berpasang-pasangan yaitu laki-laki dan perempuan untuk saling
dapat mengenal antara satu dengan yang lain, sebagaimana yang terdapat

dalam firman Allah SWT sebagai berikut:
Yy S A s 5 ) 4ie Jand

Talak (cerai) sebagai sebab putusnya perkawinan adalah institusi yang

paling banyak dibahas para ulama. Seperti yang dikatakan oleh Sarakhsi, talak

13 An-Nisa’ (4). 21

14 Abdur Rahman | DoiKarakteristik Hukum Islam dan Perkawinan (Syari‘ah dljh
bahasaZainudin dan Rusydi Sulaiman, cet. ke-1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), him.
303.

15 Al-Qiyamah, (75): 39.
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itu hukumnya dibolehkan ketika berada dalam keadaan darurat, baik atas
inisiatif suami atau inisiatif istetf.

17 53l A ) Ol ekl

Berdasarkan Hadis tersebut, perceraian sebaiknya jangan dilakukan
kecuali perceraian tersebut merupakan pintu darurat yang dapat dilalui oleh
suami isteri bila ikatan perkawinan (rumah tangga) tidak dapat dipertahankan
lagi. Dan selain itu telah dilakukan dengan berbagai upaya perdamaian baik
melalui mediator maupun melalui hakam dari kedua belah pihak maupun
langkah-langkah dan teknik yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan al-Ffadis

Selanjutnya bahwa syarat-syarat perkawinan di antaranya adalah
perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai dan jika
salah satu tidak menyetujui maka perkawinan dapat dibatalkan atau
perkawinan tidak dapat dilangsungkan. Ini sesuai dengan Undang-undang No.
1 tentang Perkawinan Pasal 6 ayat 1 yaitu “perkawinan harus didasarkan atas
persetujuan kedua calon mempelai”.

Kemudian apabila suatu perkawinan yang dilaksanakan tanpa izin
persetujuan dari wanita yang akan kawin, maka perkawinan tersebut boleh

dibatalkan, keterangan ini berdasarkan bunyi hadis berikut :

16 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigahiukum perdata di Indonesia : Studi Kritis
Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai &1l ke-3, (Jakarta: Prenada
Media Group, 2006), him. 206.

" Abu Dawud, Sunan Abi Dawud (Beirut: Dar al-Fikr,, t.t). II: 225, hadis No. 2718,
“Bab at-Talaq,”, Bab fi karahiyyah at-Talaq”, diriwayatkan Ibn Umar.

18 Zainuddin Ali,Hukum Perdata Islam di Indonesidakarta: Sinar Grafika, 2006), him.
73.
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i) e el ca jS8 e s Lea 5 WL o Ay jlai¥) alas cny cluid o
Mlea 152 alu g adde Al s

Di Indonesia, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan apabila sudah

cukup alasan. Adapun alasan-alasan yang dijadikan dasar perceraian diatur

dalam Penjelasan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 19

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu:

1.

2.

Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi,
dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 Tahun (2) tahun
berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena
hal lain diluar kemampuannya.

Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukum
yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

Salah satu pihak mengalami kekejaman atau penganiayaan yang sangat
berat yang membahayakan pihak yang lain.

Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak
dapat menjalankan kewajibannya sebagi suami atau isteri.

Antar suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisinan dan pertengkaran
dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah t&ngga.

Dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 116 yaitu:

. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi

dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-

turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain

diluar kemampuannya.

Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukum

yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

Salah satu pihak mengalami kekejaman atau penganiayaan yang sangat
berat yang membahayakan pihak yang lain.

Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat
tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.

' Imam as-Sindi, Sunan an-Nasa’i bi Syarhi al-Hafidé Jamaluddin as-Suyuti, Kitab an-

Nikah, cet. I (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1991 M/1441 H), VI: 394-395.

20 pasal 19.
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Antar suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah
tangga.

Karena melanggar taklig- talaq

Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya
ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Putusnya hubungan perkawinan, telah diatur dalam Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974, yang menetapkan bahwa Perkawinan dapat diputus

karena:

1.

2.

Kematian.
Perceraian.

. Atas Putusan Pengadilan.

Kemudian disebutkan pula dalam KHI Pasal 16:

. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.

. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan yang
tegas dan nyata dengan tulisan atau isyarat, tetapi dapat juga berupa diam
dalam arti selama tidak ada penolakan tegas.

Berdasarkan alasan-alasan perceraian di atas, jika dikaitkan dengan

kasus perceraian yang penyusun teliti, terlihat bahwa kawin paksa sebagai

alasan perceraian tidak termasuk dalam ketentuan hukum positif di Indonesia.

Sedangkan di sisi lain jika perceraian itu tidak dilangsungkan maka akan

menimbulkan penderitaan pada masing-masing pihak (baik Penggugat

maupun Tergugat).

21 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 116.

22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tantang Perkawinan. Pasal 38



14

Terkait dengan hal tersebut, seorang Hakim mempunyai hak yang
melekat karena jabatannyax(officig di mana dalam memutuskan suatu
perkara seorang Hakim dapat keluar dari aturan baku selama ada argumen
logis dan sesuai aturan Undang-Undang dan juga Hukum Islam.

Dengan demikian Islam tidak memandang kaku terhadap perceraian,
akan tetapi juga tidak memberi ruang yang luas bagi perkara perceraian.
Perceraian hanya dapat dilakukan pada saat yang sangat mendesak ketika
tidak ada lagi keharmonisan dalam keluarga, maka pada saat itulah Islam
membolehkan perceraian.

Maslahatmerupakan sesuatu hal yang sangat penting dipertimbangkan
dalam penetapan suatu hukum. Karena secara esensial, hukum tersebut juga
diberlakukan untuk kemaslahatan manusia. Sehingga menjadi sangat janggal
apabila hukum yang diberlakukan bagi manusia, nhamun malah memberikan
madharat bagi kelangsungan hidup manusia sebagaillat

Meskipun terdapat penggunaan terminologi yang berbeda di kalangan
ahli ushul, namun mayoritas mereka sepakat bahaslahahbisa dijadikan
salah satu alat untuk menetapkan hukum. Dalam hal ini tentunya
permasalahan yang belum ada ketentuan hukumnya dari nas. Menurut Imam
Malik, ada tiga batasan operasional agar sumfislahahbisa dijadikan
pertimbangan hukum, yaitypertama maslahahtersebut harusasionable
(mas'qul) danrelevant (munasib) dengan kasus hukum yang telah ada
ketetapannyaKedua, maslahahharus bertujuan memelihara sesuatu yang

bersifatdarruriy dan menghilangkan kesulitarafu al-harraj), dengan cara
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menghilangkanmasyaqqatdan madharat. Ketiga, masiahah tersebut harus
sejalan dengamnaqgasid as-syari'ah. Adapun kaidah fighiyyah yang relevan
dengan teori maslahah ini yakni:

2 alladl cla e aaie auledl ¢

Dalam memeriksa perkara, Majelis Hakim harus meneliti terlebih
dahulu dan menelaah secara seksama terhadap bukti yang dijadikan sebagai
bahan gugatan, sehingga hakim benar-benar yakin terhadap alat bukti
tersebut, sebab dalam memutuskan perkara Hakim tidak cukup berbekal

persangkaan saja, sebagaimana firman Allah SWT:
Lo o 1 smnmid dlgny Lo s | gt () )i oLty (B 18 aSela ) | gial 031 Lgally
Ye o, vy s
O (.uhﬁ
Hal tersebut mengandung pengertian bahwa hakim sebelum memutus
perkara harus memeriksa dan meneliti terhadap berita (Qugatan) agar terdapat
suatu kepastian dan kebenafanDan Hakim dalam hal ini akan
mempermudah dalam memutuskan perkaranya, dan menghilangkan hal-hal

yang menjadi keraguan, sebagaimana kaidah figih:

TAla b e Y ol

B H. Asjmuni A. RahmanQaidah-qaidah Figh (Qowaid al- Fighiyyah), cet.ke-1, (Jakarta:
Bulan Bintang, 1976), him. 212.

24 Al-Hujurat, (49): 6.

% Fathur Rahamaradis-hadis tentang Peradilan Agantéata Pengantar oleh Mukhtar
Yahya, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), him. 52.

%H Asjmuni A. Rahman, (Qaidah-gaidah Figih, hlm. 140.
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Atas dasar keyakinan dan kebenaran alat bukti ini hakim meletakkan
dasar putusannya, dan juga dapat mangantisipasi gugatan-gugatan yang tidak
berdasarkan pada suatu yang tidak realistis.

Islam memeperbolehkan diputusnya perkawinan (perceraian) oleh
suami atau isteri atau atas kesepakatan kedua-duanya apabila hubungan
mereka tidak lagi memungkinkan tercapainya tujuan perkawinan. Pada
umumnya perceraian dianggap tidak terpuji tetapi bila keadaan mereka
menemukan jalan buntu untuk memperbaiki hubungan yang retak antara
suami dan isteri, maka dalam keadaan seperti ini pemutusan perkawinan
(perceraiaan) menjadi hal wafib.

Adapun orang tua boleh memaksa anaknya untuk menikah dengan
orang lain ak 7jbar), jika syarat-syarat berikut terpenuhi, yaitu:

1. Bahwa wali yang berhak melakukajibar (wali mujbir) hanya ayah atau
kakek (ayahnya ayah) dari mempelai perempuan sendiri.

2. Anak perempuan yangijbar masih gadis, dalam arti belum cukup dewasa
untuk mengerti bagaimana sebaiknya hidup berumah tangga.

3. Tidak ada kebencian antara watiujbir dengan anak perempuan yang
diijbar.

4. Calon suami yang dijodohkan harus kufu’, setara, baik dalam bidang
sosial, pendidikan, ekonomi, dan keturunan dalam istilahnya sekarang
(bobot, bebet, dan bibit) supaya tercipta suasana yang kondusif diantara

suami dan istri.

27 Hisako NakamuraPerceraian Orang Jawaalih bahasa Zaini Ahmad Noeh, cet 1,
(Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1991), him. 40.
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5. Mas kawin yang dijanjikan oleh calon suami adalah mahar misil, yakni
mas kawin yang sesuai dengan martabat dan kedudukan sosial si
perempuan.

6. Diketahui bahwa calon mempelai lelaki orang yang sanggup memenubhi
kewajiban nafkahnya.

7. Calon mempelai diketahui orang baik-baik yang akan memperlakukan
istrinya secara baik pufd.

Adapun dasar dan kebolehan ayah memaksakan perempuan tanpa izin
perempuan yang bersangkutan, menurtSyafi’i, adalah tindakan Nabi
yang menikahi ‘Aisyah ketika masih berumur enam atau tujuh tahun. Hadis
tersebut berbunyi:

Ul o By e of s i) Ul ol a5l B Ll il my A e e

Y

% g i
Adapun pendapatbu Hanifah, persetujuan wanita (calon isteri) gadis
atau janda harus ada dalam perkawinan. Sebaliknya, kalau mereka menolak,
akad nikah tidak boleh dilaksanakan, meskipun oleh bapak. Adapun dasar
penetapan harus adanya persetujuan gadis dalam perkawinan, mdnurut
Hanifah adalah pertama, kasus di masa Nabi yang menyatakan bahwa Nabi
menolak pernikahan seseorang gadis yang dinikahkan bapaknya, karena sang

calon tidak menyetujui, yakni kasus yang menirapEhansa’a. Dasar kedua

% Masdar F. Mas'udilslam dan hak-hak Reproduksi Perempueet. Ke-1 (Bandung:
Mizan, 1997), him. 91-93.

29 Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, “Kitab al-Manaqib”, Hadis no. 3605, (Beirut: Dar al-
Fikr, t.t.), diriwayatkan dari ‘Aisyah.
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yang digunakan Abtilanifah hadis tentang gadis tidak boleh dipaksa, jika dia

menolak. Adapun hadis tersebut, sebagai berikut:
VSIS PE | PRSURL IS [P P PRCPR PR SN U

Konsepijbar lahir berkenaan dengan pemahaman para ulama terhadap
hadis Nabi yang berbicara tentang keterlibatan wali dalam pernikahan. Salah
satu hadis yang kerap dijadikan landasan hulidar adalah: “Janda lebih
berhak atas dirinya dibanding walinya, sedang perawan dimintakan
persetujuan atas dirinyd®.

Dalam memahami hadis tersebut, para ulama secara umum terbagi ke
dalam dua kelompok. Kelompok pertama berpendapat bahwa janda lebih
berhak atas dirinya dari pada walinya. Sedangkan untuk gadis bapaknya lebih
banyak berhak atas dirinya. Alasan yang yang dikemukakan oleh kelompok
ini adalah anak perempuan gadis dianggap tidak atau belum berpengalaman
dalam masalah pernikahan dan wali (ayah atau kakek) dianggap sebagai
pihak yang paling berpengalaman di dalamnya. Oleh karena itu, menurut
kelompok pertama ini, wali mempunyai hak untuk menikahkan anak gadisnya
dengan seorang laki-laki, walaupun anak perempuan tersebut tidak
merestuinya. Adanya pemahaman demikian berdasarkan metode yang mereka

gunakan, yakniMathum mukhalatah (pemahaman kontradiktif) terhadap

% Ybnu Hajar Al-* Asqalani, Bulugul Maram, “Kitab al-Nikah”. Hadis no. 1012, cet. ke-
25, (Bandung: Diponegoro, 2001), diriwayatkan Muslim, dari Ibn ‘ Abbas.

31 Hadis tersebut diriwayatkan oleh banyak kalangan dalam kitab-kitab Kanonik, seperti
Muslim, Sahih Muslim, TV;11; al-Tirmizi, Sunan al-Tirmizi, Kitab Nikah, no. 1026; al-Nasa’i,
Sunan al-Nasa’7, Kitab Nikah, no. 3208, Abu Dawud, Sunan Abi Dawud , Kitab Nikah, no. 1795;
dan lain sebagainya. Dalam beberapa bentuk periwayatan lain terdapat tambahan, “Diamnya
perawan adalah petunjuk persetujuan’. Lihat, al-TirmiZi, Sunan al-Tirmiz7, Kitab Nikah, III: 416.
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hadis di atas. Adapun yang termasuk kelompok ini adalah W&atikiyyah,
Syafi’iyyah, danHanabilah®?

Kelompok kedua adalah ulani&anafiyyah yang berpendapat bahwa
wanita lebih berhak pada dirinya daripada walinya, baik janda maupun gadis
yang sudah dewasa. Oleh karena itu, menurut kelompok ini, wanita yang
sudah dewasa harus dimintai ijin dan kerelaanya. Alasan yang dikemukakan
oleh kelompok ini adalah karerari’ memberikan hak kepada wali untuk
menikahkan perawan yang belum dewasa didasarkan'ipaidaigar (belum
balighlbelum dewasa). Karena belum dewasa inilah yang menyebabkan
perempuan dianggap belum cakap atau (bodoh) dalam urusan nikah dan
akibatnya, bukarbakarah (keperawanan) sebagai alasan bolehwar.
Karena itu, menurut kelompok ini perempuan yang dewasa meskipun harus
dimintai ijin dan kerelaanya. Sedangkan bagi janda namun masih kecil,
disamakan dengan perawan yang kecil, dalam artian dia pun bisa dinikahkan
tanpa ijinnya (digibar).*®

Berdasarkan uraian di atas, nampak jelas bahwa meskipun para ulama
berbeda pendapat tentang highkar bagi gadis dan janda, namun semuanya
bermuara pada satu tujuan yaitu untuk kemaslahatan dan perlindungan
terhadap anak perempuan dari kesewenang-wenangan calon suami yang tidak
bertanggung jawab. Tindakan ini dilakukan mengingat perempuan mudah

dirayu dan belum cukup pengalaman. Namun pada perkembangaidaya,

. 32 Abd al-Rahman al-Ja7iri, Kitab al-Figh ‘ala Mazahib al-Arba’ah (Mesir: Maktabah al-
Saqafah al-Diniyyah, 2005), hlm. 28-31

33 |bid, him. 26-27.
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didistorsi maknanya dari yang sebelumnya sebagai upaya perlindungan wali
kepada anak perempuan yang berada di dalam perwaliannya berubah menjadi
lembaga yang mendominasi dan membatasi kebebasan yang seharusnya
dimiliki oleh seorang perempuan. Bahkan, tidak jarang mengarah kepada
pemaksaan kehendak wali kepada anak perempuan untuk menikah dengan
laki-laki yang menjadi wali tersebut, sekalipun yang bersangkutan tidak

menyetujuinya.

F. Metode Pendlitian

Dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini digunakan beberapa
metode penelitian sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustdkary
researcl) yaitu jenis penelitian yang diperoleh dengan cara menelusuri
bahan-bahan pustaka karena data pokok yang digunakan adalah putusan
Pengadilan Agama Yogyakarta No. 291/Pdt.G/2010/PA.Yk.
2. Sifat Penelitian

Penelitian ini dimulai dengan usahRreskriptif yaitu mengikut
sertakan cara-cara atau prosedur selama proses penelitian untuk menganalisis
perkara ini yaitu menganalisis putusan Pengadilan Agama Yogyakarta
mengenai pertimbangan Hakim terhadap putusan perkara perceraian No.
291/Pdt.G/2010/PA.Yk.

3. Lokasi penelitian
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Sesuai dengan judskripsi yang penyusun ajukan, maka untuk dapat
memperoleh data yang jelas dan valid keterkaitannya dengan kasus perceraian
karena kawin paksa, penyusun mengambil lokasi di Pengadilan Agama
Yogyakarta.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

a. Pendekatan Normatif, yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan
mendasarkan pada hukum Islam, apakah masalah tersebut sesuai
dengan hukum Islam apa tidak.

b. Pendekatan Yuridis, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti
dengan mendasarkan pada semua tata aturan Perundang-undangan
yang berlaku di Indonesia yang mengatur masalah perceraian.

5. Pengumpulan Data

1. Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil dokumentasi
yaitu berkas perkara berupa putusan Hakim terhadap putusan perkara
perceraian karena kawin paksa No. 291/Pdt.G/2010/PA.YKk.

2. Data sekunder vyaitutnterview (wawancara), yaitu dengan metode
pengumpulan data dengan melakukan tanya jawatmlapun yang
menjadi objek wawancara adalah para hakim Pengadilan Agama
Yogyakarta tentang pertimbangan hakim terhadap putusan perkara
perceraian karena kawin paksa No. 291/Pdt.G/2010/PA.Yk. dan dari

penelusuran serta pengkajian terhadap berbagai tulisan yang berkaitan

% Sutrisno HadiMetodologi Researctil, cet ke-4, (Yogyakarta : Fakultas Psikologi
UGM), him. 193.
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dengan pertimbangan hakim terhadap perkara perceraian karena

kawin paksa.
6. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitif. Artinya penyusun
mempertajam analisis dengan melihat secara mendalam Putusan Pengadilan
Agama terkait dengan perkara perceraian karena kawin paksa, dengan
menggunakan cara berfikir induktif, yaitu dasar dan pertimbangan hukum
yang digunakan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena
kawin paksa, di samping berfikir secara induktif, digunakan juga metode
deduktif, yaitu bagaimana hukum Islam atau yuridis melihat perceraian

tersebut.

. Sistematika Pembahasan

Dalam menguraikan penelitian ini penyusun membagi ke dalam lima
bab. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang tersusun dengan
sistematis yaitu sebagai berikut:

Bab pertama : Merupakan pendahuluan. Untuk mengantarkan
pembahasan secara menyeluruh dan sistematis serta menjadi pijakan yang
kokoh dalam mencari jawaban dari pokok masalah. Bab ini terdiri enam sub
bab, yaitu : Latar belakang masalah, Pokok Masalah, Tujuan dan Kegunaan
Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian dan

Sistematika Pembahasan.
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Bab kedua : Dibahas tentang tinjauan umum tentang perceraian dan
kawin paksa, yang berisi tentang : pengertian perceraian, sumber dasar
hukum perceraian, alasan-alasan perceraian, bentuk-bentuk perceraian, rukun
dan syarat perceraian, dan selanjutnya tentang kawin paksa, yang berisi
tentang : pengertian kawin paksa dan hukum kawin paksa.

Bab ketiga : Merupakan deskripsi gambaran umum Pengadilan Agama
Yogyakarta, dan faktor yang melatarbelakangi terjadinya kawin paksa dalam
perkara perceraian No. 291/Pdt.G/2010/PA. Yk di Pengadilan Agama
Yogyakarta, putusan perkara perceraian No. 291/Pdt.G/2010/PA.YK,
pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim dalam menangani perkara
No. 291/Pdt.G/2010/PA.YKk.

Bab keempat : analisis terhadap perkara No. 291/Pdt.G/2010/PA.Yk
di Pengadilan Agama Yogyakarta yang meliputi : Analisis Terhadap Faktor
yang melatarbelakangi terjadinya kawin paksa di Pengadilan Agama
Yogyakarta dan Analisis Terhadap Dasar Hukum Pertimbangan Hakim
Majelis Hakim Dalam Putusan No. 291/Pdt. G/2010/PA. Yk.

Bab kelima : Merupakan bab penutup dan terakhir yang meliputi
kesimpulan dan saran. Setelah bab penutup dilengkapi dengan daftar pustaka

dan dilengkapi pula dengan berbagai lamppiran.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Setelah penyusun mengadakan pembahasan secara keseluruhan maka
secara garis besar dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun faktor yang melatarbelakangi terjadinya kawin paksa yang
diterima dan diputuskan Pengadilan Agama Yogyakarta yang paling
banyak terjadi adalah hamil di luar nikah, dan kemudian faktor lain adalah
silaturahmi kedua keluarga yaitu mempererat dan memperkokoh tali
persaudaraan antara kedua keluarga dengan menikahkan anak mereka, dan
khususnya pada perkara ini adalah perilaku dari Penggugat yang dalam
berpacaran selalu berganti-ganti pasangan sehingga orang tua Penggugat
menjodohkan Penggugat dengan Tergugat.

2. Dadam menyelesaikan perkara perceraian dalam putusan perkara No.
291/Pdt.G/2010/PA. Yk. Majelis Hakim telah mempertimbangkan dengan
seksama, mana yang harus didahulukan antara mempertahankan ikatan
perkawinan atau memutuskannya. Adapun dasar hukum yang digunakan
Majelis Hakim, adalah Pasal 19 huruf (f) (antara suami dan isteri terus
menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan
hidup rukun lagi dalam rumah tangga), dan PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasa
116 huruf (f) KHI, Kitab a/-Anwar Juz 11, him. 55 dan kitab /gna’Juz 11,
him. 133. Sementara pertimbangan hukum yang digunakan Maelis

Hakim, Yaitu Perkawinan Penggugat dengan Terggugat dijodohkan oleh

85
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orang tua Penggugat, dan pernyataan atau jawaban dari Penggugat dalam
gugatanya bahwa Penggugat menderita lahir dan batin serte merasa tidak

sanggup lagi meneruskan kehidupan rumah tangga bersama Tergugat.

3. Dari Tinjauan Hukum Idam terhadap dasar hukum yang digunakan
Majelis Hakim menurut penyusun telah sesuai dengan gjaran Islam, hal ini
dapat dilihat bahwa dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Agama
Y ogyakarta telah menggunakan dalil-dalil nash dan kaidah figh, dalam hal

ini Majelis Hakim merujuk pada kaidah figh yang berbunyi:

Disamping itu Hakim juga mempertimbangkan kemaslahatan guna untuk
menghidari terjadinya kemudharatan yang lebih besar dalam kehidupan

rumah tangga kedua belah pihak.

B. Saran-saran

1. Kepada Pengadilan Agama

Hendaknya para Majelis Hakim di lingkungan Pengadilan Agama,
khususnya di Pengadilan Agama Yogyakarta lebih bersungguh-sungguh
menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak sebagai suami isteri agar
mengurungkan niatnya untuk bercerai.
2. Kepada Masyarakat Umum

Bagi setiap pasangan suami isteri, hendaknya lebih sabar, tenang da
bermusyawarah terlebih dahulu dalam lingkup keluarga agar mengurungkan

niatnya untuk berpisah atau bercerai sebelum berujung ke Pengadilan Agama
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ketika terdapat perselishan dan pertengkaran dalam rumah tangga sehingga
diharapkan memperkecil peluang perceraian.

Kepada para orang tua hendaknya bermusyawarah terlebih dahulu
kepada anaknya apakah anaknya benar-benar rela dan mau untuk
melaksanakan pernikahan dengan orang yang telah menjadi pilihan orang tua
dan jangan memaksakan kehendaknya dengan mengorbankan kebahagiaan

seorang anak hanya untuk tujuan tertentu.
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